GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, yang menyatakan bahwa Lembaga Negara,
Pemerintah Daerah , Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD
wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian
Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Arsip Nasional Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON

KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan tehnologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga
Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan,
Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif non
keuangan dan non kepegawaian beserta jangka waktu
penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai
sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif perencanaan, hukum,
organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan,
teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip
yang berkaitan dengan bidang non keuangan/fiskal dan non
kepegawaian yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan,

teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
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6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis arsip non keuangan dan non
kepegawaian.

7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,
atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusunan dan penyelamatan arsip.

8. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada
unit pengolah.

9. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada

Unit Kearsipan.

Pasal 2

(1) JRA Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi
Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini :

(2) JRA Non Kepegawaian dan Non Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu
simpan dan keterangan.

(3) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan batas minimal jangka waktu
penyimpanan arsip keuangan.

(4) Retensi Arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip Non
Kepegawaian dan Non Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan
kriteria sebagai berikut :

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah;
b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk

kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 3

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan

suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali

ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi
arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;

b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai

guna kesejarahan atau nilai guna sekunder;



BERITA DAER

C.

keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap
berpotensi menimbulkan sengketa hukum dihitung sejak kegiatan

dinyatakan selesai.

Pasal 4

Jenis Arsip Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi

Gorontalo meliputi :
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perencanaan;
hukum;

organisasi dan Ketatalaksanaan;
kearsipan,;

ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
hubungan masyarakat;

kepustakaan;

teknologi Informasi dan Komunikasi;dan
pengawasan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D.MONOARFA

H PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 16
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